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PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGKOORDINASI
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA BUKIT PEDUSUNAN
KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

ABSTRAK
Oleh:

Julio Prananda

Kata Kunci : Peranan, Kepala Desa, Koordinasi, Pembangunan Partisipatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kepala Desa
dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di ‘Desa Bukit Pedusunan
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksanaan tugas
Kepala Desa meliputi mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa.
Indikator dalam. penelitian ini.yaitu pemberian.pedoman, pemberian bimbingan,
pemberian arahan, dan supervisi. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Bukit
Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe
penelitian  Kkuantitatif  dengan  tipe penelitian survey. deskriptif, yaitu
memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alatpengumpulan data dan data yang
dikumpulkan dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk
menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada
lokasi yang diteliti. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu Pemerintah Desa,
BPD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa yang ada di Desa Bukit
Pedusunan. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data
primer yang mana dikumpulkan melalui alat.penelitian berupa kuesioner,
wawancara dan observasi, ‘selanjutnya data.primer yang dikumpulkan dengan
menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian dapat
diambil kesimpulan bahwa peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi
pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori Cukup Berperan, artinya
Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan
Singingi dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif sudah cukup berperan.
Rekomendasi penelitian adalah diharapkan kepada Kepala Desa Bukit Pedusunan
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat lebih
partisipatif lagi dan melibatkan masyarakat dalam mengkoordinasi pembangunan
yang akan dijalankan di Desa.

Xiii
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ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN COORDINATING PARTICIPATIVE
DEVELOPMENT IN VILLAGE DESA BUKIT PEDUSUNAN
SUB-DISTRICT KUANTAN MUDIK DISTRICT
KUANTAN SINGINGI

illage Chief in
llage, Kuantan
Village Head
e Village. The
iving direction,
. sunan Village,
Kuantan Mudik stri je e of quantitative
research witk i L 23 i es questionnaire

lists as a mea ing colectec ol is then used as
the main ra npi s of objectivity the
existence of re udy. The population and
sample of this , Community and
Community Figure es and data collection
techniques used con d through research tools

is collected using a freque :
concluded that the role of the lef in coordinating participatory
development in Bukit Pedusunan Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan
Singingi Regency is in the Pretty Role category, meaning the Bukit Pedusunan
Village Head in Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi District in
coordinating participatory development has played a role. The research
recommendations are expected to be the Head of Bukit Pedusunan Village,
Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency so that they can be more
participatory and involve the community in coordinating the development that will
be carried out in the Village.

Xiv
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

merupaka { 2rdi ebar judukan desa dan

masyarakat desz akan d : an negara Indonesia.

Berdasarkan Pe an Peme ] : atang Desa, dikatakan

yang memil mengurus urusan

pemerintaha asal usul dan adat

istiadat sete \ : ati N emerintahan Negara

pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada
keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan makna
pembangunan desa menurut Dirjen PMD (1996, hal. 4) bahwa : ”Seluruh proses

kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa/kelurahan yang merupakan bagian



tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan
dan penghidupan masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan secara terpadu dengan
mengembangkan swadaya gotong royong dari masyarakat”.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa merupakan pelaksanaan
amanat_peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor, 661Tahun:2007 tentang perencanaan Pembangunan
Desa, dimana Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah pada dasarnya
merupakan penjabatan yang sesuai dengan visi-dan misi kepala desa terpilih yang
dituangkan dalam program dan kegiatan selama periode masa jabatan.

Pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan merupakan realisasi
pembangunan.nasional. Untuk menunjang pembangunan di perdesaan peran serta
pemerintah dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam
merealisasikantujuan. pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali,
dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula sumber daya
manusianya harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam
secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai di desa tersebut.

Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan proses yang terus-menerus dan
berkelanjutan, dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas
agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah maka diperlukan
perencanaan. Perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya proses
pembangunan yang baik. Akan tetapi walaupun demikian perencanaan tidaklah

berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, walaupun
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pelaksanaan kegiatan telah diawali dengan perencanaan yang matang namun masih

sering timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan

tersebut. Hambatan-hambatan tersebut harus harus benar-benar diperhatikan dalam

penyediaan sarana dan prasarana agar tercipta pembangunan ekonomi daerah yang
efektif. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan
masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai
perkembangan baik dari yang terkecil sehingga yang terbesar. Keseluruhan itu

merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik.
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Pembangunan disadari pada umumnya berawal dari masyarakat dan akhirnya
memang diperuntukan kepada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Peraturan Desa bertugas

ngunan  Desa,

ES L

bangunan, tetapi

masyarakat

ar tidak terjadi
penyalahgu intah desa sebagai
eksekutif oembangunan  dan

enjalankan perannya

taanang

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen
proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam
pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah
desa atau kepala desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar

kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta



dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakan partisipasi masyarakat desa

merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.

Mengenai tugas dan kewajiban Kepala Desa dijelaskan pada pasal 26 ayat (1)

dalam Peraturan_Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala

Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

desa.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

mempunyal wewenang sebagai berikut:

Se@ "o a0 o

N s

5 3 - 5

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

Memegang dan memberhentikan perangkat desa;

Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;

Menetapkan peraturan desa;

Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;

Membina kehidupan masyarakat desa;

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
mengintegrasikannya agar. mencapai perekonomian skala produktif untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

Mengembangkan sumber pendapatan desa;

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
Memanfaatkan teknologi tepat guna;

. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Mewakili desa didalam maupun diluar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan pereturan
perundangan; dan

Melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan koordinasi dan kesungguhan
dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan
masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan,
merealisasikan, dan mengawasi-kegiatan pembangunan sarana umum desa. menurut
Handoko (2003:195) koordinasi dianggap sebagai proses pengintegrasian tujuan-
tujuan dan kegiatan-kegiatan .pada 'satuan-satuan yang terpisah (departemen atau
bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara
efisien.

Selanjutnya menurut Inu Kencana (2011:35), bentuk koordinasi adalah
sebagai berikut:

a. Koordinasi Horizontal.
Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan
sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika
Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten
(Bupati, Danramil;, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam,
Kapolda).

b. Koordinasi Vertikal.
Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan
sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga
lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu
instansi kepada Kepala Sub Unit lain.diluar mereka, Kepala Bagian
(Kabag), suatu instansi kepada Kepala:Sub Bagian (Kasubag) lain diluar
bagian mereka, Kepala Biro suatu-instansi kepada Kepala Sub Biro lain
diluar biro mereka.

c. Koordinasi Fungsional.
Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan
sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi
pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Pada penelitian ini penulis mengambil objek di Desa Bukit Pedusunan. Desa

Bukit Pedusunan merupakan salah satu desa terbesar yang ada di Kecamatan Kuantan



Mudik Kabupaten Kuantan Singingi-Provinsi Riau. Adapun data mengenai penduduk
Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan
Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Penduduk Desa dan Kelurahan Sekecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi

No. Desa/Kelurahan Kode Luas LK PR Jumlah KK
Desa | KM?

@) ) 3) 4) ®) | (6) ) @)
1 | Muaro Tombang 14 75 299 304 603 148
2 | Sungai Manau 13 111 367 347 714 179
3 | Saik 23 9.2 494 458 952 246
4 | Pebaun Hulu 16 9.1 384 390 774 195
5 | Pebaun Hilir 15 9.2 497 467 964 237
6 | Bukit Kauman il 1 9.9 494 478 972 245
7 Kinali 12 6.1 376 355 731 215
8 | Aur Duri 10 9.5 162 | 161 323 89
9 | Koto Lubuk Jambi 9 8.4 355 377 732 190
10 | Kasang 8 12.1 802 177 1579 409
11 | Kelurahan Lubuk Jambi 140901 8.1 356 364 720 188

1012

12 | Banjar Padang 1 85 550 578 1128 299
13 | Pulau Binjai 20 9.9 531 495 1026 218
14 | Seberang Pantai 19 8.7 549 | 586 1135 297
15 | Rantau Sialang 21, xS 393 | 394 787 206
16 | Luai 18 7.4 178 191 369 85
17 | Bukit Pedusunan 17 9.9 665 763 1428 284
18 | Banjar Guntung 22 7.3 539 548 1087 260
19 | Sangau 6 9.9 589 603 1192 285

) @) ®3) 4) ®) | © (7 @)

20 | Koto Cengar 5 10.8 711 731 1442 321

21 | Seberang Cengar 4 12 873 866 1739 411

22 | Lubuk Ramo 2 115 836 725 1561 412

23 | Pantai .. 29.19 | 2925 | 2077 5002 641

24 | Air Buluh 3 117 469 420 889 223

Jumlah 244.29 | 14394 | 13455 27.849 6.283

Sumber : Kantor Camat Kuantan Mudik, 2019
Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat jumlah Desa/Kelurahan yang ada di

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 23 Desa dan 1



Kelurahan. Total keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Kuantan Mudik yaitu
sebanyak 27.849 jiwa dan jumlah KK sebanyak 6.283 KK, dengan jumlah Laki-Laki
sebanyak 14.394 jiwa dan Perempuan sebanyak 13.455 jiwa. Selanjutnya untuk jumlah
penduduk di Desa Bukit Pedusunan diketahui-sebanyak 1.428 jiwa, dengan jumlah
Laki-Laki sebanyak 665 jiwa dan Perempuan sebanyak 763 jiwa. Untuk jumlah KK
yang ada di Desa Bukit Pedusunan berjumlah sebanyak 284 KK.

Adapun data mengenai perangkat desa di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan
Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Data Perangkat Desa di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan
Kuantan Mudik

No. Jabatan Nama
1 | Kepala Desa Masril
2 | Sekretaris Desa Yustri Yusep
3 | Kaur Umum Masriantoni
4 | Kasi Pemerintahan Yusmar
5 | Kasi Pembangunan Nurman
6 | KepalaDusun | Anwar
7 | Kepala Dusun |l Bujang. Z
Jumlah [/ Orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Bukit Pedusunan, 2019

Berdasarkan tabel I.2 diatas, dapat dilihat jumlah perangkat desa di Desa Bukit
Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik berjumlah sebanyak 7 orang perangkat desa
yang terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi
Pembangunan, Kepala Dusun | dan Kepala Dusun II. Dari tabel diatas dapat dilihat
jumlah dusun yang ada di Desa Bukit Pedusunan hanya ada 2 dusun.

Mengenai hal pembangunan desa di Desa Bukit Pedusunan, yang terselenggara

oleh Kepala Desa saat ini lebih cenderung bersifat top down yang tidak melibatkan



aspirasi masyarakat, menciptakan pilihan dan harapan masyarakat. Keterlibatan
masyarakat dalam pembuatan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat
sangatlah minim, ini sangat bertentangan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 1984 tentang. petunjuk pelaksanaan bantuan pembangunan desa yaitu
bahwa kebijakan. Pembangunan Desa (BangDes) digunakan untuk program yang
diprioritaskan masyarakat desa.

Untuk. lebih detailnya mengenai jenis-jenis /kegiatan pembangunan yang

dilakukan pada Desa Bukit Pedusunan saat ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Rekap Kegiatan Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan
Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017
No Kegiatan Pagu Realisasi Realisasi
Anggaran Keuangan Fisik

1 | Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan |  203.099.650 | 177.433.250 100%
Pemukiman

2 | Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Usaha | 195.042.600 | 186.039.500 100%
Tani

3 | Pembangunan/  Pemeliharaan  Saluran 80.970.650 79.394.950 100%
Drainase

4 | Pembangungan/ Pemeliharaan Jembatan | 123505.250 | 107.477.950 100%
Desa

5 | Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan 61.518.900 61.149.200 100%
Prasarana Paud

Sumber : Kantor Kepala Desa Bukit Pedusunan, 2019
Berdasarkan“tabel 1.3 diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan di
Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sudah
terealisasi. Namun berdasarkan obsevasi yang penulis lakukan di lapangan, kegiatan
pembangunan yang telah dilakukan di Desa Bukit Pedusunan merupakan pemeliharaan
sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya. Hal ini disebabkan kurangnya
partisipatif masyarakat dalam kebijakan pembangunan di Desa Bukit Pedusunan.

Kepala Desa dinilai tidak begitu dekat dengan masyarakat desa dalam hal
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mensosialisaikan pembangunan dan menerima aspirasi dari masyarakat. Pemerintahan
desa dalam hal ini kepala desa sebagai pengarah sekaligus penanggung jawab
pembangunan harus mampu mengkoordinasi masyarakat serta menggali apa saja
keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam rencana kegiatanpembangunan di desa.
Masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah pentingnya peranan
tugas kepala desa, berkenaan.dengan: hal tersebut yaitu dalam pembangunan desa di
Desa Bukit Pedusunan. Ditemukan beberapa fenomena-fenomena empiris, antara lain:

1. Terindikasi dalam perencanaan pembangunan Kepala Desa tidak melibatkan
masyarakat, ini terlihat dari jarangnya mengadakan rapat di desa dan kalau
ada dilakukan kegiatan rapat itupun tidak melibatkan masyarakat akan tetapi
hanya pemerintahan desa saja.

2. Terindikasi Kepala Desa kurang memberikan arahan dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan, dan kurang mendengarkan aspirasi atau memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran dan kritik dalam
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

3. Kegiatan pembangunan yang telah dilakukan di Desa Bukit Pedusunan
merupakan pemeliharaan_Sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya,
secara umum kegiatan tersebut adalah pembangunan/pemeliharaan jalan
semenisasi. Dampak dari pembangunan semenisasi jalan yang ada di Desa
Bukit Pedusunan memang dapat mewujudkan pertumbuhan masyarakat
seperti usaha tani dan pemukiman penduduk, akan tetapi kurangnya

pengawasan dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah desa akan
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berdampak kepada terhambatnya kemajuan pembangunan Desa Bukit
Pedusunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan dan wuraian diatas, peneliti berusaha untuk

Kecamata

B. Peru

C.

yaitu sebagai berikut :
a. Untuk menganalisis Peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi
pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan

Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peranan Kepala Desa dalam

mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

S yang sama.

dengan peranan
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BAB Il
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Studi Kepustakaan

individu maupun

diluar organisasi.

butuhkan dalam  penyelenggaraan
pemerintahan, sebagaimana yang dinyatakan Syafiie (2007:96), bahwa
organisasi adalah syarat utama disamping wilayah, penduduk dan pengakuan.
Organisasi pemerintah dapat berubah, tetapi perubahan Negara berarti

pembubaran Negara itu sendiri.

13



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

14

Menurut Syafiie (2007:4), pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :
1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti

didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah memiliki

natuhan akan keharusan.

menyebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
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2. Konsep Pemerintahan Desa
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

pemerintah pusat

2 E

at Desa/Kelurahan
yang besar, maka
berkaitan dengan

esa, sehingga roda

tanaa

pemerintah desa mempunyai tugas serta peranan yang sangat penting dalam
terlaksananya pemetintahan desa yang menyangkut masalah pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan partisipasi

masyarakat desa, sehingga pembangunan nasional dapat terwujudkan untuk
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan

masyarakat pedesaan khususnya.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang

Laporan tersebut digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan
evaluasi penyelenggaraaan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan
lebih lanjut. Laporan akhir jabatan Kepala Desa disampaikan kepada

Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.
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lam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Desa menyebutkan bahwa disamping tugas dan kewajiban, Kepala

Desa dilarang :

1.
2:

ot

@ Ul

1 B

10.

18
12.

Merugikan kepentingan umum

Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain atau golongan tertentu.

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya.
Melakukan_tindakan:diskriminatif terhadap warga atau golongan
masyarakat tertentu.

Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang
atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukan.

Menjadi pengurus partai politik.

Menjadi pengurus atau anggota dari organisasi terlarang.
Merangkap jabatan sebagai Kketua atau anggota badan
permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik
Indonesia, dewan perwakilan daerah republik Indonesia, dewan
perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat
daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.

Ikut serta~atau terlibat dalam skampanye-pemilihan umum atau
pemilihan kepala daerah.

Melanggar sumpah dan janji jabatan.

Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alsaan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut  Nurcholis (2002:77), Kepala Desa mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan. pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

dalam mel

1.

2.

aksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang :
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Mengajukan rancangan peraturan desa.



18

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama
BPD.

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai
APBD desa untuk dibahas dan-ditetapkan bersama BPD.

5. Membina kehidupan masyarakat desa.

6. Membina perekonomian desa.

7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara parsipatif.

8. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Untuk meningkatkan Kinerja dari pemerintan daerah termasuk
pemerintah desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan undang-
undang yang berkaitan_dengan hal tersebut, sebagaimana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini disebutkan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan  prakarsa, masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang-diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
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12.

13.

14.
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anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan,Desa ‘yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan,“dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan
susunan fungsi kawasan sebagal tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa .pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan “sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
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Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

ingan masyarakat
estasi,  kelestarian

dan kepentingan

Q‘L‘\'\*n"

(APBD).
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bersama

pokok pertanggung jawabannya. Oleh karena itu wewenang nyatidak boleh
disalah gunakan.
Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau sebutan lain yang
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sesuai dengan budaya yang berkembang di desa tersebut yang berfungsi sebagai

lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti

pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja

suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kepemimpinan
meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi atau
instansi, memotivasi perilaku bawahan untuk mencapai tujuan, mempengaruhi
untuk perbaikan kelompok. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang

pemimpin dalam menggerakan orang lain dalam mencapai tujuan.
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Dalam suatu instansi, kepemimpinan merupakan suatu faktor yang

menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu instansi, dengan kepemimpinan

yang baik, proses manajeman akan berjalan lancar dan pegawai bergairah

dalam kehidupan kelompok atau instansi masing-masing, yang mengisyaratkan
bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di laur situasi itu. Secara
operasional ada lima fungsi pokok kepemimpinan yang dikemukakan oleh

Rivai (2012:34), yaitu :
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1. Fungsi Instruksi
Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai

komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana,

S an agar keputusan dapat

NS .

ng dinilai mempunyai
kan berupa umpan

menyempurnakan

pengambiloan keputusan maupun dalam melaksanakannya.
Partisipasi  tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi
dilakukannya secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan
tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain serta ke

ikut sertaan pemimpin.
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4. Fungsi Delegasi
Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang

membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan

pembangunan desa. pemeritahan desa merupakan penyelenggara urusan
pemerintah terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintah NKRI. Bagi
Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas berpotensi
mendorong kesejahteraan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kehidupan

di desa. Melalui implementasi undang-undang ini diharapkan pembangunan di
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pedesaan tidak hanya akan lebih merata tetapi lebih parsitipatif sesuai dengan
potensi ekonomi dan lebih berkeadilan.

Kehadiran ~ undang-undang desa sebagai landasan  hukum
penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus cetak biru pembangunan di desa
merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan nasional.
Undang-undang Indonesia ini’juga: mementum percepatan pembangunan di
Desa 'di seluruh” Indonesia. Amanat undang-undang desa yang bersifat
mandatory menitik beratkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa,
pengelolaan asset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa,
kewenangan desa dan perangkat desa. Undang-Undang ini dalam pasal 87 juga
memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk
mengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi pedesaan.

Dengan Undang-Undang Desa ini, spenyelenggaraan pemerintah desa
diharapkan dapat mengelola wilayah secara mandiri termasuk didalamnya
pengelolaan asset, keuangan dan pendapatan desa. untuk memberikan insentif
bagi penyelenggara pemerintah desa. Undang-Undang desa ini memberikan
jaminan penghasilan dan sejumlah tunjangan bagi kepala desa yang bertugas
memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Beberapa tujuan pemerintah desa
dalam Undang-Undang ini antara lain tertuang dalam pasal 4 yakni :
membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka
serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa

guna mempercepat perwujudan  kesejahteraan  umum,  memajukan
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perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan
nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga yang
mengatur tentang pengelolaan keuangan-dan aset desa. Pertama, pengelolaan
keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.
untuk menopang penyelenggaraan: ' pemerintahan desa khususnya terkait
anggaran dan belanja pemerintah desa, maka salah satu sumber pendapatan
desa berasal dari alokasi belanja pusat dan memanfaatkan program yang
berbasis desa secara merata dan berkeadilan (pasal 72 ayat 2). Selain itu dalam
Undang-undang ini juga dialokasikan minimal 10 persen masing-masing dari
hasil pajak dan retribusi daerah dan dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota (pasal 72 ayat 3 dan 4). Kedua, pada pasal 76 dan 77. Desa
diberi kewenangan untuk mengelolah asset yang berada di wilayahnya dan
dicatat sebagai kekayaan Desa. Secara teknis pengelolaan keuangan dan aset
desa akan dituangkan lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang sedang
disiapkan saat ni.

Pengelolaan keuangan dan aset.desa dalam Undang-Undang ini tentunya
merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan
pemerintahan desa. Artinya pemerintah desa perlu mempersiapkan diri dan
memoderenisasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah masing-masing. Untuk terus meningkatkan kesiapan dan kemampuan

perangkat desa, maka dalam pasal 112 sampai 115 baik Pemerintah Pusat,
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Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pendidikan dan penyuluhan serta
memberikan pedoman penyusunan peraturan dan perencanaan desa secara
parsipatif. Selain 1tu juga.evaluasi peraturan desa dilakukan untuk menjamin
kualitas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-undang desa merupakan bagian yang terpisahkan dari program
pro rakyat yang selama ini dijalankan. Perluasan kesejahteraan dan peningkatan
kualitas pelayanan publik ditingkat masyarakat desa diharapkan dapat segera
terwujud dari pelaksanaan undang-undang ini. Memperluas kesejahteraan
ditingkat masyarakat desa secara tidak langsung mempercepat distribusi
pembangunan serta mendorong pengentasan  kemiskinan secara nasional.
Pelaksanaan Undang-Undang Desa tentunya akan membantu percepatan
pembangunan desa serta memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Arah pembangunan nasional kedepannya dipastikan akan lebih merata
dan berkeadilan. Dalam Undang-Undang Desa telah mengatur baik
pengalokasian anggaran, pemerintahan desa, pembinaan serta pengawasannya.
Dengan semakin meningkatnya pembangunan di pedesaan akan membantu
menyelesaikan sejumlah tantangan nasional seperti pengentasan kemiskinan,
penciptaan lapangan kerja, pemerataan bangunan serta secara agregat lebih
mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut Surjadi (1995:1) “Pembangunan masyarakat desa adalah

sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama
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mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan
dan mengerjakan bersama untuk mewujudkan keinginan mereka tersebut”.

Pembangunan Desa adalah perencanaan dan pengintegrasian

pses untuk menentukan,

.5& . n, hakikat ruang

tetapi harus seimbang dan mencakup segala bidang. jelasnya dikatakan bahwa
keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi
seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan
mengembangkan swadaya gotong-royong (KEPPRES N0.21/1989:26 tentang

Pembangunan Masyarakat Desa).



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

29

Dari beberapa pendekatan atas pelaksanaan pembangunan desa, dapat

dikemukakan :

a. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan

rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya
merupakan landasan atau basis dari kekuatan politik, ekonomi, social
budaya, dan pertahanan keamanan. ini dapat diartiakan sebagai titik
sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa

merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan
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masyarakat yang berada dipedesaan. semua jenis pembangunan baik
pembangunan  sektoral, = pembangunan  regional  maupun

pembangunan khusus (inpres) semuanya diarahkan kepedesaan.

B

“é

i sat, I - . desa, dari sini
@\\‘N%w thﬁ#

=3

erl 3 dan tanggungjawab

&

' |
.
)
o
J

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan
perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku
pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. untuk itu maka proses
perencanaan memerlukan Kketerlibatan masyarakat, diantaranya melalui

konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
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Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang
digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan

daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para

-

Pada tingkat

wilayah desa, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari alokasi dana desa
(ADD), diusulkan ke APBD, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan
mengikuti musrenbang kecamatan.

Menurut Riyadi (2005:3) Perencanaan adalah suatu proses yang terus

menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan penggunaan sumber
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daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa
yang akan datang.

Peraturan menteri Dalam Negri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan'Pembangunan. Desa pada.bab Il perencanaan Pembangunan desa
pasal 2 menjelaskan yaitu .

a. Perencanaan_pembangunan desa yang disusun dalam periode 5 (lima)
tahun.

b. Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.

¢. RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah
kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program
kerja desa.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang perencanaan
pembangunan daerah mengamatkan bahwa perencanaan. pembangunan harus
melalui pelibatan penyelenggara Negara dan masyarakat. dengan demikian
ruang partisipasi seluruh pelaku pembangunan dijamin.dan terbuka luas. Ada
tiga asas penting yang membuka ‘partisipasi masyarakat dalam undang-undang
tersebut yaitu :

1. Azas ‘“kepentingan umum” Vyaitu. azas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara.aspiratif, akomodatif dan selektif.

2. Azas “keterbukaan” Yyaitu azas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak
deskriminati tentang™ penyelenggaraan Negara dengan tetap
memperthatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan
rahasia Negara.

3. Azas “akuntabilitas” yaitu azas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagali
pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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Pembangunan desa dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan
imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintahhan dengan masyarakat.

pemerintah wajib memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan fasilitas yang

QQ.

Tahun 2014 tentang D

dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Pembina masyarakat
2. Pengayom masyarakat
3. Pelayan masyarakat
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Adapun faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam proses
pembangunan di desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi :

sebagai rangkaian
usaha jud : : : arencana dan sadar

yang d le gara. menuju, kemaj alam rangka pembinaan

serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan
keikutsertaan (partisipasi) masyarakat terhadap pembangunan. Namun apa yang
terjadi, setiap program-program yang telah disosialisasikan oleh pemerintah

kepada masyarakat tidaklah mendapat tanggapan yang positif mungkin hanya
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sebagian masyarakat yang bisa memahami dan terjun langsung dalam kegiatan
tersebut.

Bagaimana usaha kita untuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat

%t‘“‘!;,

masyarakat dan APBD Desa, Serta menetapkan wakil/delegasi yang akan
mengikuti musrenbang kecamatan.

Menurut Conyers (1991:154), yang mengatakan terdapat tiga alasan
utama mengapa parsipatif masyarakat sangat penting dalam pembangunan,

yaitu:
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1. Parsipatif merupakan suatu alat guna memperoleh informasi
mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang

tanpa kehadiran program pembangunan serta proyek-proyek akan

atau program
persiapan dan

“-J ahui seluk beluk

5.\

demokrasi bila

arsisipatif  sebagali

u situasi kelompok

LSS LY

erasaan mereka bagi

gung jawab terhadap

perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah salaku
administrator disetiap jenjang pemerintahan.
Sedangkan menurut Soekanto (2006:53), menjelaskan peranan

merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan
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kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.

Peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

Kepala Desa mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas
kegiatan yang akan dilakukan.

Untuk tetap terlaksananya koordinasi pada setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan, menurut Siagian (2000) perlu melakukan cara-cara untuk

mewujudkan koordinasi yang baik, yakni :
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1. Memberikan pedoman

2. Memberikan bimbingan
3. Memberikan arahan

4. Memberikan supervisi.

kelompoknya.

Menurut Hasibuan (2014:85), Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan,
mengintegritaskan, dan mengkoordinasi unsur-unsur (6M) dan pekerjaan-
pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Usman

(2013:448), Koordinasi adalah suatu sistem dan proses interaksi untuk
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mewujudkan ketepaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan
internal dan antara institusi-institusi di masyarakat melalui komunikasi dan

dialog-dialog berbagai individu dengan mengunakan sistem informasi

gan dari orang-

maksud yang

an dan kegiatan-
fungsional) suatu
Tanpa koordinasi,
hilangan pegangan atas

ngejar kepentingan

dengan tujuan lain. Menurut puan (2005:195) Koordinasi adalah kegiatan,
menggerakan, mengintegritaskan dan koordinasi unsur-unsur manajemen dan
pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Bentuk Koordinasi

tersebut adalah:
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a. Koordinasi Vertikal
Kegiatan-kegiatan yang menyatukan, mengarahkan yang dilakukan oleh

atasan terhadap kegiatan unit, kesatuan-kesatuan kerja yang dibawah

nengkoordinasikan semua

Kegiatan penyatuan,
o
am ke
7
ﬂf r yang diperlukan

gan bersama dan

an secara rinci pada
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Gambar Il.1 Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Kepala Desa Dalam
Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit
Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan
Singingi

Peranan

v

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Desa

v

Tugas'Kepala Desa Pasali26 Ayat (1) :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. Memegang dan memberhentikan perangkat desa;

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;

d. Menetapkan peraturan desa;

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;

f.  Membina kehidupan masyarakat desa;

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai
perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
Mengembangkan sumber pendapatan desa;

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa;

Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

Memanfaatkan teknologi tepat guna;

. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Mewakili desa didalam maupun diluar pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan ketentuan pereturan perundangan; dan

0. Melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v

—

5375

Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif :
1. Memberikan Pedoman;
2. Memberikan Bimbingan;
3. Memberikan Arahan;
4. Memberikan Supervisi; (Siagian, 2000).
v v v
Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019
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C. Konsep Operasional
Untuk menjelaskan tentang variabel penelitian ini, maka diuraikan konsep

operasional sebagai berikut :

, kepentingan

~

E‘; ak asal usul,
"g dalam sistem
-

B O

E— f 2 punyai wewenang,
& 3

- o ngga desanya dan
C s

B »

g g 3 dukan di wilayah
5 =

- >

= = .

@ = 4 n, apabila seseorang
@ 2

hT = an kedudukannya, dia
= =

E 5. sertanya masyarakat dalam
o

=

pembangunan, ikut dalam  kegiatan pembangunan dan ikut serta
memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

6. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-
kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang fungsional)

suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa
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koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan
pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai

mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan

10. si ads - a bawahannya dalam

4
W S
D. Operasional Variabel

\\‘-‘

Adapun operasional variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :
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Tabel 1.1 : Operasional Variabel Tentang Peranan Kepala Desa Dalam
Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit
Pedusunan Kecamatan Kuatan Mudik Kabupaten Kuantan
Singingi

Konsep Variabel Indikator Sub indikator Skala
1 5

Koordinasi adalah | Peranan [l Pembe

suatu  sistem

proses Ordinal

berbagai

internal da Ordinal

institusi-inst

masyarakat

komunikasi

dialog-dialo

berbagai i Ordinal

dengan

mengunakan

informasi dan

manajemen

teknologi info

(Usman, 2013:

Ordinal

E.

Adapun ukuran yang diberikan kepada variabel dan masing-masing indikator

dalam menilai

peranan kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan parsipatif di

Desa Bukit Pedusunan adalah sebagai berikut :
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Berperan :Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori
baik atau jawaban responden berada pada skor > 67%.
Cukup berperan  :Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori

au j ada pada skor 34-66%.

desa dalam
mengkoordinas : : ' %edusunan Kecamatan
Kuantan M
1. Pemberia

Berperan :Apabila ketiga enelitian dape aksanakan atau jawaban

Berperan :Apabila ketiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban
responden berada pada skor > 67%.
Cukup berperan  :Apabila hanya 2 dari 3 item penelitian dapat dilaksanakan atau

jawaban responden berada pada skor 34-66%.
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Kurang berperan : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari item penelitian dapat
dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor < 33%.

3. Pemberian Arahan

Berperan )3 atiga i peneli ilaksanakan atau jawaban

Cukup berpere g i o at dilaksanakan atau

Kurang berpe penelitian dapat
ada skor < 33%.
4. Pemberia

Berperan

‘\\\\\‘é

A
c
=
QD
>
(=]
o
@D
=
o
@D
=
QO
|-
=
=
@D
3
=]
@D
>
8
=
QD
>
o
[
o
2
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BAB I11
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

penelitian untuk

kete rangan secara

tugas urusan pemerintahan yanc adi  wewenang Kabupaten/Kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa, dan sekaligus membantu pemerintah
Kecamatan dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan pengembangan

desa.

47
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C. Populasi dan Sampel
Menurut Arikunto (2010:173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.

Sedangkan menurut Soekanto (2006), populasi yakni sejumlah manusia atau unit

penelitian i

Tabel 111.1
No

Persentase(%
)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tokoh Masyarakat 100%
Ketua Pemuda 1 100%
Kepala Keluarga 284 71 25%

Total 300 87
Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

OO NO|O B WIN| -

1
2
Ketua dan Anggota BPD : 5
3
1

(BN
o
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D. Teknik Penarikan Sampel
Dalam penelitian kuantitatif ini, penulis mengambil sampel berdasarkan

teknik sensus karena subjek penelitian yang dianggap mempunyai cara pengumpulan

data seluruh pop Pemerintah Desa, BPD,
Tokoh |
E.
itian berupa pendapat/
‘g pala Desa Bukit
penelitian/lokasi
data yang sudah
dang diteliti seperti
n sebagainya.
F. Teknik P

1. Kuesioner (Daftar Perta yaitu metode pengumpulan data yang
menggunakan instrument penelitian berupa daftar pertanyaan yang disusun
sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian diajukan kepada
para responden penelitian. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada

responden dengan mendatangi tempat kerja atau kediaman responden.
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2. Interview (Wawancara), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan
mewawancarai responden sehubungan dengan permasalahan yang diteliti

untuk memperjelas hasil kuesioner yang telah diperoleh. Penulis

langsung objek

2 ¢

—

ERURANARAE

N

Q‘
“2>

Jh mana peranan

pembangunan

G. Tekn
Ana

ditafsirkan.

-
@
3

o
2
>
c
~
2
@
«Q
o
=.

Analisis data
penelitian. ada

1. Reduksi L

Jika data atau gat b k maka data perlu direduksi,

Q%‘\tﬁ

kegiatan mereduksi dat dan dapat memberi kode pada aspek-
aspek tertentu.

2. Display Data
Tujuan dari display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang

tertutup banyak.
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3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi
Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur

dan masih diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data, maka hasil

bentuk tab

mengkoordina

hasilnya di

kualitatif di
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H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian
Tabel 111.2  Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Kepala
Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa
Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten
No Januari
2019
2134
1
2
3
4
5
6
7
8
Laporan
Penelitian
(Skripsi)
9 | Konsultasi
Perbaikan
Skripsi
10 | Ujian Skripsi X
11 | Revisidan X | X
perbaikan
Skripsi
12 | Penggandaan X
dan
Penyerahan
Skripsi

Sumber Data : Modifikasi Penulis, 2019
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I.  Sistematika Laporan Penelitian
Adapun sistematika laporan penulisan penelitian dalam penelitian ini akan

dibahas dalam enam (6) BAB, dimana antara pembahasan tiap-tiap BAB mempunyai

keterkaitan antara

BAB |

BAB Il
dapat melakukan
rbagai teori yang
a akan diuraikan

, operasional

BAB IlI

pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal pelaksanaan penelitian,
serta sistematika penulisan.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
Pada bab ini akan memuat tentang diskripsi lokasi penelitian, meliputi:

visi dan misi, serta struktur organisasi yang diteliti.
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- HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi mengenai identitas responden, hasil penelitian

dan pembahasan.

isi kesimpulan



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Keadaan Geografis

B. Pendidikan
Adapun untuk sarana pendidikan yang berada pada Desa Bukit Pedusunan
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

55
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No Sarana Pendidikan Jumlah
1 | PAUD 2

2 | TK 1

3 SD/SederaJat 1

4 1

5 1

6 -

7

8

No
1 | Masjid 1
2 | Surau/Musholla 2
3 | Gereja Kristen Protestan -
4 | Gereja Khatolik -
5 | Wihara -
6 | Pura -
7 | Klenteng -
Jumlah 3

Sumber : Desa Bukit Pedusunan, 2019
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Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

1. Susunan Organisasi

intahan di Desa Bukit
ingingi jumlah

hagai berikut :
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Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Pedusunan
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Masril, SE
KEPALA DESA

Bujang Z

KEPALA
DUSUN 11
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2. Tugas, Kewajiban dan Wewenang Jabatan

a. Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan

pemberdayaan desa (WU.RI1 No 6 Tahun 2014 Pasal.26 Ayat 1).

Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26

Ayat 4 adalah:

g

2O S ED NS

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Desa Negara Republik Indonesia ~Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan -~ Negara Republik
Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, professional, efektif.dan efisien, bersih serta bebas dari
kolusi,korupsi dan nepotisme;

Menjalin kerja sama dan koordinasi “dengan seluruh pemangku
kepentingan di.desa;

Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
Mengelola keuangan dan aset desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
Mengembangkan . potensi “sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup; dan

Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

b. Sekretaris Desa

Sekdes merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala

desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi
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desa, dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan

pemerintah desa.

=

(621

Fungsi sekretaris desa adalah:

. Menyelenggarakan.kegiatan administrasi dan. mempersiapkan bahan

untuk kelancaran tugas kepala desa;

Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah
Desa;

Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;

. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

c. Ka. Urusan Umum

Tugas kepala urusan umum adalah membantu sekretaris desa dalam

melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan Kkearsipan pengelolaan

inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

w N

o o

Sedangkan fungsinya adalah:

. Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat

keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.

Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.

Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta
pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.

Mengelola administrasi perangkat desa.

Mempersiapkan bahan-bahan laporan.

. Melaksanakan tugas lain yang.diberikan oleh sekretaris desa.

d. Ka. Urusan Pembangunan

Tugas kepala urusan pembangunan adalah membantu kepala desa

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi

masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan
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pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan

pelaksanaan tugas pembantuan.

1.

Sedangkan fungsinya adalah:

Menyiapkan bantuan-bantuan.-analisa. dan. kajian perkembangan
ekonomi masyarakat.

2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
3.
4. Melaksanakan tugas lain-yang diberikan oleh kepala desa.

Mengelola tugas pembantuan

e. Ka. Urusan Pemerintahan

Tugas kepala urusan pemerintahan adalah membantu kepala desa

melaksanakan pengelolaan administrasi - kependudukan, administrasi

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,

mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam

penyusunan produk hukum Desa.

o s W

Sedangkan fungsi adalah:

Melaksanakan administrasi kependudukan.

Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa
dan keputusan kepala desa.

Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.

Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.

. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan

masyarakat untuk kelancaran.penyelenggaraan pemerintahan desa.
Mempersiapkan bantuan dan dan melaksanakan kegiatan masyarakat
yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan
ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.
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f. Kepala Dusun

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan

tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner diperoleh data

m am penelitian ini

| <

dapat tersusu s mak ;‘F' sub yaitu analisis
ond
o

Kepala D ‘ Desa Bukit
Pedusunan ‘ antan Mudik Kabupat w‘ gi, dan hambatan-
hambatan Pera : /e rdinasi  Pembangunan

Responden dalam penelitia diri dari Pemerintah Desa, BPD, Tokoh
Masyarakat, dan Masyarakat Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Mudik yang berjumlah 87 orang. Kemudian data yang diperoleh
didukung dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bukit Pedusunan dan juga

pengamatan penulis di lapangan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawabh ini :

63
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1. Jenis Kelamin
Untuk mengetahui jenis kelamin responden di Desa Bukit Pedusunan

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat

sentase (%0)
62.07
37.93
100.00

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat pada tabel

V.2 berikut ini:
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Tabel V.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No Kelompok Umur Frekuensi Persentase (%0)
1 20 s.d 29 Tahun 39 44.83
2 30 s.d 39 Tahun 16 18.39
3 .d 49 Tahun 16.09
4 20.69
100.00

A.

'. ‘
Jﬂ en yang berasal
Kabupaten Kuantan
berusia antara 20
%, responden yang
ang atau 18.39%,
sebanyak 14 orang
erjumlah sebanyak
onden penelitian di Desa

en Kuantan Singingi

dikan responden di Desa Bukit
Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, maka

dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini:
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Tabel V.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
1 SMA/Sederajat 76 87.36
2 Diploma - 0.00
3 12.64
4 0.00
100.00

en yang berasal
bupaten Kuantan
gkat pendidikan
responden dengan
ngkat pendidikan S1

en dengan tingkat

pada tabel V.4 berikut ini:



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

67

Tabel V.4 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan

No Jabatan Frekuensi Persentase (%)
1 | Pemerintah Desa 7 8.05
2 | BPD 5 5.75
3 4.60
4 81.60
100.00

Kabupaten Kuantan
dengan jabatan
8.05%, responden
5.75%, responden

yak 4 orang atau

dilanjutkan dengan analisis terhadap
tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat
dan Masyarakat di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi. Tanggapan-tanggapan responden tersebut berasal dari hasil
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jawaban kuesioner penelitian yang didasari dari operasional variabel pada bahasan

bab Il sebelumnya, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawabh ini :

1. Indikator Pemberian Pedoman

AR AN

SR ALN
"

5 )

Indikator

Jumlah

87

Jadwal kerja 87

3 | Pembagian tugas 37 41 9 87

Jumlah 117 132 12 261

Rata-Rata 39.00 44.00 4.00 87
Persentase (%0) 44.83% | 50.57% | 4.60% 100.00%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang
berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten
Kuantan Singingi mengenai indikator pemberian pedoman. Untuk tanggapan
pada kategeri Berperan.yaitu dengan-persentase 44.83%, tanggapan pada
kategori Cukup Berperan yaitu dengan persentase 50.57%, dan tanggapan pada
kategori Kurang Berperan, yaitu'.dengan persentase 4.60%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa
Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
mengenai indikator pemberian pedoman berada pada kategori Cukup Berperan,
dengan persentase 50.57% dari total responden yang berjumlah 87 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris
Desa Bukit Pedusunan, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Kami menilai program kerja yang ada di,Desa sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, ‘karena | Kepala-~ Desa telah mensosialisasikan
pembangunan kepada masyarakat dan pemuka masyarakat untuk 6 tahun
kedepan.

Untuk jadwal kerja pembangunan saat ini kami merasa sudah berjalan dengan
cukup baik. 'Sebagaimana dana Desa itu punya PERMEN, saat ini dana yang
turun ke Desa ada tahap-tahapnya. 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap Il, dan
20% untuk tahap .

Kepada Desa dalam ‘memberikan pedoman mengenai tugas perangkat desa
dinilai masih Cukup peranannya, karena masih banyak perangkat desa yang
belum tahu dengan tugas, begitu juga dengan kepala dusun. Menurut kami
masih ada kelemahan-kelemahan, contoh seharusnya kantor desa dibuka setiap
hari untuk memberikan pelayanan tetapi itu belum dilakukan”.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara dan dari hasil

pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam memberikan pedoman

Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan
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Singingi dinilai sudah cukup berperan. Akan tetapi untuk jadwal Kkerja
pembangunan masih terdapat kendala-kendala di lapangan. Contohnya pada

tahun sebelumnya terjadi hambatan dalam pembangunan turap dikarenakan

akan dijelaskan mengenai
egiatan pembangunan, tujuan
pembangunan, dan menjelaskan kegiatan pembangunan. Dimana pada indikator
ini terdapat tiga sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam
kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban
responden terhadap indikator pemberian bimbingan, dapat dilihat pada tabel

berikut ini:
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Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator
Pemberian Bimbingan

Kategori Penilaian

No Sub Indikator Berperan | Cukup Kurang Jumlah
Berperan | Berperan

87

87

87

261
87

S

100.00%

an Mudik Kabupaten

. Untuk tanggapan

AERIRAY

1@.\‘5‘ .

0, tanggapan pada

dan tanggapan pada

2,
s
s
>
«©«
o
@D
=
&
2
o
QD
=
v
3
QD

mengenai indikator pe an b gan berada pada kategori Cukup
Berperan, dengan persentase 47.50% dari total responden yang berjumlah 87
orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris

Desa Bukit Pedusunan, dimana beliau menyatakan bahwa:
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“Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan saat ini telah melibatkan aspirasi
dari masyarakat. Dana desa itu merupakan dana seluruh masyarakat desa itu
sendiri, dalam pelaksanaannya itu harus diterima oleh seluruh lapisan
masyarakat.

Untuk tujuan program pembangunan yang akan dijalankan, kami selaku
pemerintah desasmempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat. Apa-
apa saja pembangunan yang kita butuhkan saat ini, contoh pada tahun ini kita
fokuskan kepada pembangunan turap, pembangunan jalan semenisasi untuk
akses ke sawah dan jalan ke rumah-rumah masyarakat.

Dan selanjutnya Kepala Desa juga selalu menyampaikan setiap tahunnya
kegiatan pembangunan. apasaja yang akan kita jalankan kedepan pada saat
memberikan sambutan dalam MUSDES (Musyawarah Desa)”.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara dan dari hasil
pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam memberikan bimbingan
Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan
Singingi- dinilai sudah cukup berperan. Tetapi masalah tujuan dari program
pembangunan belum mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat Desa Bukit
Pedusunan. Keputusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa
cenderung lebih kepada-keputusan-dariipemerintah desa saat ini, dikarenakan
masyarakat Desa Bukit Pedusunan banyak yang tidak dilibatkan dalam
MUSDES “(Musyawarah Desa). Undangan - yang diberikan dalam
penyelenggaraan “Musyawarah Desa untuk: program pembangunan dibatasi
hanya kepada pemerintahan desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Sementara itu
kaum pemuda-pemudi tidak dilibatkan dalam Musyawarah Desa tersebut,
padahal kaum muda atau kaum millennial saat ini memiliki potensi dan

mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk kemajuan pembangunan di Desa

Bukit Pedusunan kedepannya. Kalau tokoh masyarakat saja yang diundang
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dalam Musyawarah Desa mengenai hal pembangunan mereka hanya akan

mengikuti saja rencana pembangunan yang akan dijalankan pemerintah desa,

karena lemahnya inspirasi dari golongan tua yaitu tokoh masyarakat.
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Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Mengenai Indikator Pemberian Arahan

Kategori Penilaian
No Sub Indikator Berperan | Cukup Kurang Jumlah
Berperan | Berperan

1 | Tujuan program 46 36 5 87
pembangunan

2 | Mensosialisasikan 33 47 7 87
pembangunan

3 | Wewenang dan 2 42 8 87
tanggung jawab

Jumlah 116 125 20 261

Rata-Rata 38.67 41.67 6.66 87

Persentase (%) 44.45% | 47.90% | 7.65% 100.00%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang
berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten
Kuantan Singingi mengenai indikator pemberian arahan. Untuk tanggapan pada
kategori Berperan yaitu dengan persentase 44.45%, tanggapan pada kategori
Cukup Berperan yaitu dengan persentase 47.90%, dan tanggapan pada kategori
Kurang Berperan yaitu dengan persentase 7.65%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa
Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
mengenai indikator pemberian arahan berada pada kategori Cukup Berperan,
dengan persentase 47.90% dari total responden yang berjumlah 87 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris
Desa Bukit Pedusunan, dimana beliau menyatakan bahwa:
“Program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa selalu dijelaskan oleh

Kepala Desa kepada masyarakat, apa gunanya dan apa fungsinya untuk
kemajuan desa kedepan.
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Kepala Desa juga telah mensosialisasikan pembangunan yang akan
dilaksanakan pada saat MUSDES (Musyawarah Desa) berlangsung,
memberikan arahan-arahan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pejabat
tertinggi di Desa kita”.

Berdasarkan. tanggapan responden, hasil. wawancara dan dari hasil
pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam memberikan arahan
Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan
Singingi dinilai sudah cukup berperan. Akan tetapi masih terdapat kelemahan
dalam mensosialisasikan program pembangunan yang akan dijalankan. Kepala
Desa Bukit Pedusunan mensosialisasikan program pembangunan yang akan
dijalankan hanya pada saat MUSDES (Musyawarah Desa) saja. Sementara pada
saat diselenggarakannya Musyawarah Desa mengenai pembangunan, banyak
dari masyarakat yang tidak mendapatkan.undangan untuk menghadiri rapat ini.
Bagaimana mungkin sosialisasi pembangunan akan tersampaikan kepada
masyarakat Desa Bukit Pedustunan;sementara masyarakat desa itu sendiri tidak
dilibatkan dalam rapat Musyawarah Desa mengenai hal pembangunan yang
akan dijalankan.

4. Indikator Pemberian Supervisi

Supervisi adalah pengaruh dan pengendalian kepada bawahannya dalam
suatu organisasi/pemerintahan. Orang yang menjalankan kegiatan supervisor
bukan hanya pejabat / petugas dari kantor pembinaan, akan tetapi siapa saja

yang diserahi tugas untuk mengetahui mengenai pengawasan pembangunan

yang ada di desa. Kepala Desa sebagai pejabat tertinggi dalam menjalankan
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pemerintahan desa harus mampu mengawasi dan mengendalikan bawahannya

dalam melaksanakan tugas untuk kegiatan pembangunan yang ada di Desa.

Pada indikator pemberian supervisi ini akan dijelaskan mengenai

tanggapan an bangunan, perbaikan
P nkan. Dimana
pada i mﬁm ISQ.qi i ditetapkan dan
W R
dim a {ﬂ uk dapat melihat
hasil 0 isi, dapat dilihat
pada t
Tabel V. i :Fan -[1'-:_; genai Indikator
Supervisi
| | Kategori
No dik. Vﬂ ang | Jumlah
eran
1 n J 42 87
=)
2 ai 5 87
0 .
3 |M 2 87
pem u

Jumlah 13 261
Rata-Rata 4.33 87
Persentase (%0) .04% | 4.98% 100.00%

Sumber: Data Ola

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang

berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi mengenai indikator pemberian supervisi. Untuk tanggapan

pada kategori Berperan yaitu dengan persentase 45.98%, tanggapan pada
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kategori Cukup Berperan yaitu dengan persentase 49.04%, dan tanggapan pada
kategori Kurang Berperan yaitu dengan persentase 4.98%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa
Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan-Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
mengenai indikator pemberian pedoman berada pada kategori Cukup Berperan,
dengan persentase 49.04% dari/tatal responden yang berjumlah 87 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris
Desa Bukit Pedusunan, dimana beliau menyatakan bahwa.
“Dapat kita lihat dengan seksama bahwa Kepala Desa kita selalu mengawasi
pembangunan yang sedang berlangsung di Desa, pada saat siang dan sore hari
Kepala Desa mengoreksi hasil kerja pembangunan yang sedang berjalan.
Terkadang saya selaku Sekdes juga disuruh untuk mengawasi pembangunan
yang sedang berjalan, itu pada saat Kepala Desa kita sedang ada urusan lain.
Untuk kegiatan pembangunan yang kita lakukan sekarang masih fokus kepada
pembangunan infrastruktur yang ada di Desa. Contohnya jalan-jalan
semenisasi, turap, dan perbaikan MDA yang sedang tahap proses saat ini”.

Berdasarkan tanggapan ‘responden, hasil wawancara dan dari hasil
pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam memberikan supervisi
Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan
Singingi dinilai sudah cukup berperan. Akan tetapi perbaikan pembangunan
yang selama ini dijalankan-masih berfokus pada pembangunan infrastruktur
yang ada di Desa seperti jalan semenisasi. Pembangunan jalan semenisasi ini
pun merupakan perbaikan jalan semenisasi yang telah rusak sebelumnya.

Seharusnya Kepala Desa yang memiliki wewenang tertinggi di Desa Bukit

Pedusunan tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur saja, akan



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

78

tetapi juga pembangunan SDM masyarakat desa dan pembangunan ekonomi
desa. Contohnya seperti saat ini masyarakat Desa Bukit Pedusunan lebih

membutuhkan pembangunan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai

diatas, untuk
mengkoordinasi

atan Kuantan Mudik
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Tabel V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peranan
Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan
Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan
Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

i_Penilaian

Jumlah

87

87

87

87

348
87
100.00%

kategori Cukup Berperan, dan 5 orang responden atau 5.46% yang memberikan
jawaban pada kategori Kurang Berperan.

Berdasarkan deskripsi pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa
peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa

Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
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berada pada kategori Cukup Berperan. Hal ini dikarenakan manajemen
kepemimpinan Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik
Kabupaten Kuantan Singingi masih belum optimal dan masih terdapatnya
kelemahan-kelemahan.didalam menjalankan‘pemerintahan di Desa.

Selain dari pada itu, berdasarkan pembahasan diatas. juga ditemukan
bahwa jadwal kegiatan pembangunan yang masih mengalami kendala di
lapangan, tujuanprogram pembangunan yang akan dijalankan belum terlalu
melibatkan partisipasi dan aspirasi dari ~masyarakat, masih terdapatnya
kelemahan dalam mensosialisasikan program . pembangunan yang akan
dijalankan, dan pemerintah desa hanya berfokus kepada pembangunan
infrastruktur saja sedangkan pembangunan SDM masyarakat desa dan

pembangunan ekonomi desa tidak begitu diperhatikan.

C. Hambatan - Hambatan, Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi
Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan
Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Dari penjelasan mengenai indikator-indikator penelitian diatas, Kepala Desa
dalam mengkoordinasi pembangunan__partisipatif di Desa Bukit Pedusunan

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi masih Cukup berperan, dan

masih dirasakan ada kekurangan-kekurangan didalam mengkoordinasi pembangunan

partisipatif di Desa Bukit Pedusunan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor
penghambat yang diperoleh melalui wawancara non formal dengan Sekretaris Desa

Bukit Pedusunan dan melalui observasi penulis di lapangan yaitu sebagai berikut:
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1. Komunikasi yang belum berjalan dengan optimal.
Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan

dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia dengan sukarela ikut

if dalam setiap ke mbangunan di Desa Bukit

an. ‘\‘ Q‘ ‘m‘m@“‘ !a a_ Kepala Desa,
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Bukit Pedusunan
dilakukan kepada

al ini dimaksudkan

sudkan untuk membiayai program
pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan  pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan adanya bantuan dari
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Akan tetapi terbatasnya dana

yang masuk ke Desa menyebabkan terhambatnya rencana pembangunan
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yang akan dijalankan, dan tidak semua aspirasi dari masyarakat mengenai

hal pembangunan dapat dilaksanakan.

. Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang masih tergolong rendah.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

pelum optimal dan

menjalankan

3. Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten
Kuantan Singingi masih dirasakan ada kekurangan-kekurangan didalam
mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan. Hal ini

disebabkan oleh faktor-faktor penghambat, antara lain:

83
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. Komunikasi yang belum berjalan dengan optimal.

. Kepemimpinan yang belum sepenuhnya demokratis.

. Keterbatasan dana untuk kegiatan pembangunan.
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 partisipatif lagi dan

terjun langsung ke

dan mengawasi

U pembangunan fisik
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